BAB 11
TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3

TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam
1. Pengertian Jinayah

Jinayah berasal dari kajana-yajni (-+— ) yang berarti
melakukan kejahatan sedang jinayah-4s) adalah mashdarnya yang
memiliki makna kejahatdnPada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah
mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biapangertian tersebut
terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalarfggaha’ perkataan
jinayah berarti perbuatan-perbuatan terlarang mgnByara’. Meskipun
demikian pada umumnya fugaha menggunakan istilateldiat hanya
untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselaniata, seperti
pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selaiardagat fugaha yang
membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbugeng diancam
hukuman hudidd dan gishas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang
diancam dengan hukuméaizir. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah

adalah jarimah yang menurut al-Mawardi yaitu:

! Ahmad Warson Munawwitamus Al-MunawwirSurabaya: Penerbit Pustaka
Progressif, 1997. h. 216

14



e jshhasr ie Lgly pyat o syl gic i) y a3
\ 3“5 4 :'\: \‘\ 4 “‘M‘ d.: et ;\J.ﬁ ) d\ A 4 Qgﬂ\
A Sa¥la _agelin i algn agl gisgiaic

D

“Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah denglankuman

had atau ta’zir, dan kebebasan dari tuduhan jafimiéu dituntut

sesuai dengan tuntutan Agama, penetapan dan kedefaimah
itu harus dikembalikan kepada hukum Syara™.

Sedangkan menurut Prof. DR. Zainuddin, MA ialahl@tdaegala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau pexbuaiminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang atlaplibebani
kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas-didiil hukum yang
terperinci dari AlQur'an dan Alhadist.

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah tds,amaka
pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jergmgprtian, yaitu:
pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikgsigertian ini terlihat
dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayabh:

a) Dalam pengertian yang luas, jinayah merupakan pé¢gbeperbuatan
yang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkaruman had, atau

ta'zir.

2 Al-Mawardi, Ahkam As-Sulthoniyah,, h. 219
% Prof. DR. Zainuddin, MAHukum Pidana Islam,,,Hal. 6

15



b) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perhyatsbuatan
yang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkanumadn had,
bukan ta’zir!

. Unsur-Unsur Jinayah

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa |larmahgyangan
atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kateg@yajm berasal dari
ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara’. Artinyasbysgan-perbuatan
manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jikebyzgan-perbuatan
tersebut diancam hukuman.

Karena larangan-larangan tersebut berasal dariaSyanaka
larangan-larangan tadi hanya ditunjukkan kepadangeomang yang
berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatyaagadapat menerima
panggilan dan mampu mamahami pembebanan (taklif)y Sgara’.
Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan al@hgogila atau anak
kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayalieka mereka tidak dapat
memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur at&un umum dari

jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

4 A. Djazuli, Figh JinayahJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 2
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a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatannttertgang
disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuagtdasd Unsur ini
dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn ale®’).

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, lb&Ekupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggajkenbuatan
yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilahsur material” (al-
Rukn al-Madi).

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menehitablatau dapat
memahamiaklif , artinya pelaku kejahatan adalatukallaf, sehingga
mereka dapat dituntut atas kejahatan yang merékkda. Unsur ini
dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al&fki)?>

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai afingika
memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa letighsur tersebut,
sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sepagdaiatan jinayah.

. Klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam figh jinayah dapat diklasifikas menjadi
beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek iangplkdan. Pada
umumnya para ulama’ membagi tindak pidana dalanh figayah

berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman diéetgaskan atau

% Ibid ., h.3
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tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasdr para ulama
membaginya menjadi tiga macam:
1. Jarimah Hudud
Jarimah hud(dadalah tindak pidana yang diancam hukuman
had yakni hukuman yang telah ditentukan macam danajlrtberat-
ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Adptt macam
perbuatanarimah hudddyaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina
(qaza), meminum minuman keras, mencuri, menggangu keaman
(hirabah), murtad, dan pemberontakaal-bagyy).® Misalnya firman
Allah SWT:
_ .ﬁv/ _ - P >0 {/; o1 B :‘;3, . ’/-,E
oAl s ol PARNP v
- 4 LS T S U I PR U
G Sapdlal g sl Y5 Tl 0 sAcE
PR AN ST R SR
el SLT3ly o O s2enadl (3
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yangkba
baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendgtam
empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang memnitdi
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terikeaaksian
mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah caagg
yang fasik”.
2. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah qisas-diahadalah tindak pidana yang diancam

hukumangishasataudiyat Yang termasukarimah gishas-diyatalah

6 Ibid ., h.5
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pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, penaoutidak

sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaa s&hgajd.

Sebagagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibuotdmg
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hanalba, d
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mentlapa
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dardaldah
(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang besm
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demiktaradalah
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Nbakgnya
siksa yang sangat pedih. Dan dalam gishaash itu(gainan
kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yangakal,
supaya kamu bertakwaal-Bagarah: 178-179).

3. Jarimah Ta’'zir

" Ibid ., h.6

8 Surah al-Bagarah {2}: 178-179
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Jarimahta’zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu
atau beberapa macam hukuniaarimah ta'zir terbagi menjadi empat
bagian:

a) Jarimah ta’zir hudld atau gishas yang syubhat atau tidak
memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuat&siatna
Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunpkanurian
di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

b) Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Qudem al-
Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalrpenghinaan,
saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menggama.

c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri uJatu
kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaraansdijadikan
pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Pdeyara
kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalamrgdstudi Ushul
Figh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan latagdin

d) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah alaadami,
namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembundi@an

4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukuman

°Op. cit. h.5
0 hid ., h. 5-6

20



Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga meéaekhal-hal
yang merusak, karena Islam itu sebagdimatan lil ‘alamin,untuk
member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki irdiv
dalam menjaga masyarakat dan tertib sosial. BagihAdendiri tidak
ada kemadharatan bagi-Nya apabila manusia di mulai bni
melakukan kejahatan dan tidak akan member manfgaada Allah
SWT apabila manusia di muka bimi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari abQur
Hadits, atau lembaga legislative yang mempunyai ekamngan
menetapkan hukuman untuk kasus ta’zir. Selain itkuman harus
bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepadangy melakukan
kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip balsegeorang tidak
akan menanggung dosanya orang lain”

Terakhir hukuman itu harus bersifat umum: maksudnya
berlaku bagi semua orang, karena semua manusia dahedapan
hukum.

2. Tujuan dan Macam-Macam Hukuman

a. Tujuan Hukuman
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Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi

individu dan masyarakat, dengan demikian, hukumamgybaik

adalah:

1)

2)

3)

Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat makisiat
menurut ibn Hammam dalafathul Qadirbhwa hukuman itu
untuk mencegah sebelum terjadinya perbuagtaeventij dan
menjerakan setelah terjadinyagresi).

Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman saaggsritung
kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila
kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, makantaurk
diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuha
kemaslahatan masyarakat mengehndaki ringannya harkum
maka hukumannya di ringankan.

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan
kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, meain
sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti y&agakan
oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari’atlssbagai
rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminam da
keinginan Allah untuk berbuat ihsan kepada hamba-XDteh
karena itu , sepantasnyalah bagi orang yang mekaleri

hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus
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bermaksud memberikan ihsan dan member rahmat keyada
seperti seorang bapak yang member pelajaran keedkaya,
dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya
4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga sesgora
supaya tidak jatuh ke dalam suatu perbuatan makiSiam
dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu geenja
seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.
b. Macam-Macam Hukuman
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan
tindak pidananya. Hukuman ditinjau dari segi teedagtau tidak
terdapat nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Makaman
dapat dibagi menjadi dua macam:
1. Hukuman yang ada nashnya, yaitud(d, gishash, diyatan
kafarah Misalnya:
a. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa perhlannu
dan mencederai anggota badan. Hal ini disebutktamda
al-Quran:

_ ° P 2 }}9// P E>) “o 7 2
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1 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 26-27
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orangdeia
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, danava@itgan
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pdara'dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengileman cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) merabggiat)
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baila)pyang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan katan suatu
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudahMiaka
baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam gishaaslada
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-@rayang
berakal, supaya kamu bertakwé&il-Bagarah: 178-179.

¥

2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disgéogan
ta’zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak
melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggan dalu
lintas*®

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukumargalen

hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

2 Surah al-Bagarah {2}: 178-179
13 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 28
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1. Hukuman pokokdl-‘uqubat al-ashliyal, yaitu hukuman yang
asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman matigegbunuh
dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina yanguimel
menikah.

2. Hukuman penggantia(-‘uqubat al-badaliyal, yaitu hukuman
yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman
pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatsiatshukum,
seperti hukuman diayat/denda bagi pembunuh sengajg
dimaafkan gishasnya oleh keluarga korban atau hakuaizir
apabila karena suatu alas an hukum pokok yang aenad
tidak dapat dilaksanakan.

3. Hukuman tambaharel-‘uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman
yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mendikiktiman
pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk
mendapat warisan dari harta terbunuh.

4. Hukuman pelengkaml(-u’qubat al-takmiliyal), yaitu hukuman
yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuyaag
telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan peryang

telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus bsadean
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keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman perigg
tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.
Ditinjau dari segi kekuasan hakim yang menjatuhkan
hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mha&im
tidak dapat menambah atau mengurangi batas itwertsep
hukuman had.

2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tggdirdan
terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yealimg
adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam sk&sisus
maksiat yang diancam dengan ta'zir.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi
menjadi empat:

1. Hukuman badan, yitu hukuman yang dikenakan kepadarb
manusia, seperti hukumghd atau cambuk.

2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukumati.m

3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia,

seperti hukuman penjara atau pengasingan.

14 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 28-29
15 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 29
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4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan ke|eaita
pelaku, seperti diyat, denda, dan perampé&an.
3. Gabungan Hukuman
Para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan
penyerapan hukum, Imam Maliki, misalnya, mengeredrit al-
takakhul, yaitu apabila seseorang melakukg@rimah gadzafdan
minum khamar. Sesudah itu, tertangkap. Menurut i telor
hukumannya Cuma satu, yaitu delapan puluh jKadi atau cambuk.
Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama. Merioram Malik,
Abu Hanifah, dan Imam Ahmad hukuman mati itu meagesemua
jenis hukuman. Demikian pula jika kejahatan itu wupakan
berkenaan dengan hak Allah murni. Sedangkan jikahkéan itu
merupakan gabungan antara hak Allah dan hak adaakia hukuman
yang dijatuhkan adalah hukuman adami dulu, barwimak yang
berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafidtigp jarimah
tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatufkuiman satu per
satu'’
3. Pelaksanaan Hukuman
Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yangjukitun

oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian aillaarpendapat

16 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 30
" Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 30
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bahwa untuk hukuman qishas dapat dilakukan ser(@gluarga

korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi, meragioagian

ulama’ yang lain pelaksanaan gishas juga diserakkpada petugas

yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui bgag telah

ditentukan®®

Dari beberapa penjelasan tentang hukuman di atgsatda

disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam Islam ada, dyaitu
pencegahan_g)) dan pengajaran atau pendidikamx—). Pencegahan
ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbyatamahnya atau
agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamjpinguga sebagai
pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak miaakiyperbuatan
jarimah, sebab ia mengetahui hukuman yang ditebif@aia melakukan
perbuatanjarimah serupa. Dan dalam hukum pidana Islam ada tiga
bentuk hukuman:

1. Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentid@mtuknya
oleh Syari’ dengan nash-nash yang jelas. Hukumah rhanurut
Hanafiyah ada tujuh macam yaitu, had zina, hadfg&add pencurian,
had minum hamr, dan had mabuk. Sedangkan menumhujuulama
selain Hanafiyah ada tujuh macam yaitu had zina ¢adzf, had

pencurian, had hirabah, had mabuk-mabukan, had,dmsal riddah.

18 Djazuli, Figh Jinayah,,,h. 30
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Al-Hudud, sanksi hukum yang tertentu dan mutlakgyarenjadi hak
Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sarti wajib

dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindd&na itu terpenuhi.
Sanksi ini di-kenakan kepada kejahatan-kejahataat Iseperti zina,
sarigah, riddah, gadzaf dan lain-lain.

. Qishash adalah sanksi hukuman pembalasan seimbsegrti

membunuh terhadap si pembunuh. Al-Diyat adalah samkkuman
dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waristesibunuh memberi
maaf maka hukuman alternatif adalah diyat. Sank&um Qishash
dan Diyat adalah merupa-kan sanksi hukum perpadmtara hak
Allah dan hak manusia.

. Takzir, adalah sanksi hukum yang diserahkan kegepatusan hakim
atau pihak berwenang yang berkompeten melaksarfakarman itu,
seperti memenjarakan, mengasingkan dan lain-laitahl keluwesan
takzir sebagai bentuk hukum Islam yasfalihun likulli zamanin
wamakanin Siddigi membagi ta’zir, dilihat dari manfaat nyaenjadi

tiga hal:

a. Takzir atas maksiyat, yakni maksiyat yang tersetalam nash,

seperti riba, risywah, makan harta anaka yatim.
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b. Takzir untuk kemaslahatan, seperti menakzir bapaksgorang
anak yang melakukan tindak pidana, dengan haragmperhatian
dari orang tua.

c. Takzir atas perbuatan yang diperselisinkan, seprdiakukan
perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yangah.
Adapun bentuk-bentuk pidana takzir yang dikenahtateks figh
jinayat di antaranya; menyalib, jilid, pernjara,rgrapasan harta
benda, dan lain lain. Di antara takzir yang hinggkarang ini
banyak diberlakukan di beberapa Negara adalah @igemjara
atau pengasingan. Istilah penjara yang menggunkdanal-habsu
atau al-sijnu dalam bahasa Arab, bahkan dijadilkdragai pidana
pokok dalam kitab undang-undang Hukum Pidana
Dari beberapa penjelasan di atas, kalau kita ntetijaan dari

hukuman dalam Islam adalah untuk pencegahan, mehomasyarakat
dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Maka itlafiukuman penjara
dirasa cukup mampu untuk mencegah kejahatan tefpadi yang perlu
menjadi catatan adalah bahwa meski penjara sesamiais dalam setiap
generasi figh, tetapi figh tidak merumuskan insiitpenjara. Artinya
eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaiardéigban konteks di

mana figh berkembang.

9Abdurrohim, ShiddiegiAl-Jarimah wa al-Uqubah fi Syariat al-Islamiyaklesir:
Maktamab Nahdhoh, 1987, h. 204-206
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Menurut Imam Yahya dalam perspektif ushul figh, tnmkterbagi
menjadi hukumashliyyah dan hukummuayyidat. Hukum ashliyyah
adalah inti atau substansi dari hukum-hukum yajejadikan Allah dalam
nash-nash sucinya. Potong tangan bagi pencuri mpgsalyang paling
substansi adalah larangan mencurinya karena akeuwngike&n orang lain.
Memotong tangan atau memenjarakan seorang pela&lahadhukum
muayyidatnya yakni sangsi-sangsi hukum yang diganakalam rangka
menguatkan inti dari larangan mencuri. Hukuman g@anjmestinya
hanyalah sebagai hukumuayyidatyang menjadi penguat dalam rangka
menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Sedangkan penparagasingan
atau sangsi hukum lainnya hanyalah pelengkap. Uitdukukum pidana
Islam memandang efektifitas hukuman seperti pengta@u lainnya
disesuaikan dengan kondisi kekinian. Meskipun grenjpukan satu-
satunya media untuk menyadarkan dan menjerakaroraege untuk
berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum

B. Tentang Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentangdedag Anak

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Secara teks historis, lahirnya Undang-Undang NdaBun 1997
Tentang Pengadilan Anak tersebut terbagi dalammthsa, yaitu:

a) Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

20 http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-aieerspektif-figh-jinayat.html
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Perlindungan terhadap anak sudah lama ada, sejalagan
peradaban manusia itu sendiri, yang secara eksisyendari waktu-
ke waktu semakin berkembang. Apabila dikaji secdiatoris
berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, makaskar ditinjau
sejak eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesmggal 17
Agustus 1945.

Selama ini, tidak ada undang-undang atau unifikagum
yang mengatur secara tersendiri tentang pengaditak melainkan
secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam Kaabf, Surat Edaran
Mahkamah Agung RI, Keputusan Mentri Kehakiman Rdndain
sebagainyZ.

Pada hakikatnya, sejak tanggal 17 Agustus 1945, amak
pengaturan anak diatur dalam ketentuan Pasal 4%lad647 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan
konkoordinasi dariWetboek van Strafecht voor Nederlandsch Indie
dengan firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1845 berlaku
sejak Januari 1918.

Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor | Tahunt 194
(tanggal 16 Febuari 1946) termuat dalam berita Nedepublik

Indonesia Nomor 9 dan Undang-Undang Tahun 1958 Mon3

2L Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik damRasalahannya),
Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 8.
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tanggal 29 September 1958 diberlakukan di selurugpuBlik
Indonesia®®. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakikatnya
pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang beb@mumur
enambelas tahun, di mana terhadap mereka dapathdijpidana,
dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanganai apapun atau
juga dijadikan anak Negdra Jikalau dijadikan anak Negara sampai
umur delapanbelas tahun dan bila dijatuhi pidarkant@amanya pidana
maksimal limabelas tahun serta pidana tambahanaisedengan
ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat ditaaa{Pasal 45, 46,
dan 47 KUHP Pidana).

Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik piaaktiknya
lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran MahkamahrggRIl Nomor 3
Tahun 1959 tanggal 15 Febuari 1959 yang pada pekormgnentukan
bahwa demi kepentingan anak-anak, maka disarankameniksaan
perkara anak-anak dengan pintu tertutup, dalam retiya boleh
dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja, sudadnjadi

kebiasaan pula bahwa hakim dan jaksa tidak mentadaf*

22 Moeljatno,Kitab Undang-Undang Hukum Pidan3akarta: Sinar Grafika Offset, 1996,

%3 Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusagepéan diserahkan kepada
Negara untuk dididik dan ditempatkan di lembagarfasyarakatan Anak paling lama sampai
berusia 18 tahun.

24 Sri Widoyati Wiratmo SoekitoAnak dan Wanita dalam Hukueet | Jakarta: LP3ES,

1983, h. 14.
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Selanjtnya, Mahkamah Agung RI melalui instruksitN@mor:
M. A/048/1971 tanggal 4 Januari 1971, pada pokokmgmentukan
bahwa, “Masalah anak wajib disalurkan melalui p#aad yang
member jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan Hdakdemi
kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengaherkedsananya
keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khysugy mempunyai
pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap aediéa

Maka kemudian, siding tentang pengadilan anak peiaya
diatur di dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kltalglang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokonya merkamt
bahwa apabila terdakwanya anak-anak dilakukan ehepigéu tertutup
dan apabila tidak dilakukan secara demikian merykdra batalnya
putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP).

Berikutnya, pengadilan anak dalam praktiknya meagada
kepada Peraturan Menteri Kehakiman Rl No. M. 06-UM. 06
tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruanghiglang pada
pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukamgastemakim
tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengakim majelis,
dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan daldang terbuka

untuk umum.

h.9-10

5 Lilik Mulyadi,Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik danrRasalahannya).,
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Kemudian Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum
brsidang tanpa toga serta pada sidang anak dilearak&hadiran
orang tua/wali/oran tua asuh serta adanya lapovaralsanak yang
bersangkutan (Pasal 10-12 Peraturan Menteri KelakiRl No. M.
06-UM. 01. 06).

Selanjutnya, dalam praktiknya ketentuan Pasal 1& &%)
Peraturan Menteri Kehakiman Rl No. M. 03-UM. 01.TG&un 1991.
Lebih lanjut, perkembangan persidangan anak sddamitik tolak
kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 19&fefrpersidangan
anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah AguridpRbr 6
Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana padakpga
ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak ukperl
pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidgaag
didakwakan maupun unsur lingkungan serta keada@ngnak dengan
ditunjuknya hakim khusus yang menangani anak.

Akhirnya, disusunlah Undang-Undang Nomor 3 Tahu@719
tentang pengadilan anak. Maka kemudian berdasdetantuan pasal
67 UU No. 3 Tahun 1997 secara eksplisit menetapkhmwa Pasal 45-
47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkatardaaspek

perbandingan, peraturan-peraturan lainnya tetdpkaedalam praktek
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peradilan penanganan persidangan anak di Indosep&njang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahuh?£99

b) Setelah Eksistensinya Undang-Undang No. 3 Tahuid 199

Sebagaimana telah diuraikan bahwa eksisinya Untuuigng
Nomor 3 Tahun 1997 yang bertolak dari Pasal 68 bgdandang
Nomor 3 Tahun 1997, maka sejak 3 Januari 1998, rpakgadilan
anak di Indonesia telah ada unfikasi hukumnya. @&lkna itu, untuk
melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199&ketrslalam
prakteknya Menteri Kehakiman RI mengeluarkan SuEataran
Nomor: M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tanggal 24 Ddss 1997
tentang Tata Tertib Ruang Sidang. Salah satunyandalndang-
undang tersebut dijelaskan bahwa sidang anak caadaktutup.

Maka, dapatlah diambil kesimpulan bahwa dengan
diproklamirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19@%ah
berakhirlah suatu perjalanan panjang dari Rancabgalang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yangh tehulai
dibahas dan dikaji sejak sekitar tahun 1970.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

ini, pada awalnya, dimulai ketika Menteri Kehakimgang pada

%6 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik danrRasalahannya).,
h. 11
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waktu itu dijabat oleh Mudjono, SH. Dengan suratteqaggal 7 Mei
1979 Nomor 117/SM/IV/79 mengajukan permohonan piakarsa
penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentangaBian
Anak kepada Presiden.

Maka kemudian, Presiden melalui Surat Menteri Sakse
Negara Nomor R-III/M.Setneg/5/1979 tanggal 15 M@r4 memberi
persetujuan prakarsa penyusunan RUU pengadilan aesigan
catatan tetap berpedoman pada ketentuan-ketenmlam dnstruksi
Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mengpka
RUU dan Rancangan Peraturan Pemerifitah.

Berikutnya dalam rangka penyempurnaan RUU tentang
Peradilan Anak agar sesuai dengan Kitab Undang+tundidana
(KUHP) dan perkembangan dalam masyarakat yang itenkdengan
anak serta memenuhi himbauan Ketua Bakolak Inpgpada Menteri
Kehakiman melalui surat tanggal 21 September 1998mady
171/BAKOLAK/K/IV/1990 agar peradilan anak diberikgrioritas
utama.

Maka, Departemen Kehakiman menganggap perlunya
penyempurnaan substansi RUU Peradilan anak danrjhekema

dengan Bakolak Inpres 6/1971 dan Departemen Sassigambil

27 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik danrRasalahannya).,
h. 12
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prakarsa membahas kembali RUU tersebut dengan ussgputMnteri
Kehakiman Rl Nomor C-15.PR.09.03 Tahun 1993 tangi§aDktober
1993 dibentuklah Pantian Antar Departemen guna srepyrnakan
RUU tersebut yang disampaikan oleh Menteri KehakiR& kepada
Presiden melalui suratnya tanggal 9 mei 1994 NdAJN01.06-24,
sehingga kemudian melalui Amanat Presiden padag#&ndO
November 1995 mengajukan RUU Peradilan Anak Kepidginan
DPR untuk dilaksanakan pembahasan bersama-samaimptime

Publik sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa Ipalda
November 1995 tersebut, pemertintah telah mengaj®alU tersebut
untuk dibahas dan disahkna di DPR. Publik baru mtgnya pada
bulan Maret 1996 dari pers bahwa pada minggu pertauan Maret
1996 pembahasan RUU tersebut sudah memasuki tautaam kyaitu
pandangan umum dari fraksi-frak8i.

Pada hakikatnya, penyusunan RUU Peradilan Anak
dilatarbelakangi atas berbagai macam pertimbangamenk anak
merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karenap#ya untuk
melahirkan Undang-Undang Peradilan Anak patut mesittan kritik

kostruktif serta apresiasi dari semua pihak.

8 Hartono MardjonoMenegakkan Syariat Islam dalm Konteks Keindonesizases
Penerapan Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan laaratNegaraBandung: Mizan, 1997, h.
106.
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Dengan demikian, undang-undang harus bertujuan kuntu
melindungi kepentingan dan masa depan anak dengaa c
memberikan perlakuan khusus sesuai dengan perkgeabajiwa
mereka. Baik dalam proses penyidikan, pemeriksaakapanya di
muka pengadilan maupun jenis hukuman yang akatub§an®

2. Perlindungan Hak Anak dalam Undang-Undang No. 3im&l997.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakaeryse cita-
cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia peagbangunan
nasional. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakaradjat dibatasi
sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurutubgkmerasi muda
terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, mesaja umur 13-20
tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 t¥hDalam berbagai hal
upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkda permasalahan
dan tantangan di masyarakat. Kadang-kadang dijumppayimpangan
perilaku dikalangan anak. Bahkan ada kalanya aralg ymelakukan
perbuatan melanggar hukum, tidak memandang stasiel slan ekonomi.
Disamping itu, terdapat pula anak yang karena datu lain hal tidak
mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baikasés&k, mental,

maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak mamadsebut, maka

% pid., h. 110-111
%0 Gatot Supramond{ukum Acara Pengadilan Anakakarta: Djambatan, 2000, h. 1
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baik disengaja maupun tidak disengaja sering jugak amelakukan

tindakan atau berperilaku yang dapat merugikannyliri dan atau

masyarakat.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembedga
perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, gah@ Januari 1997
pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomoral3urm 1997
tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukumg iebih mantap
dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan mkarber
perlindungan terhadap anak.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang NohimTd997
tentang Pengadilan Anak bahwa tujuan dibuatnyanmdadang tersebut
adalah:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda selsagsi satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi damuseoia-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan stratgis mempunyai
ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dalindengan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fis#qtal, dan
sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberé@ingungan
terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang nregkys

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mad&n
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memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai pamygdeaan
pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-uridamgpr 14
Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Keknasa
Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nani@ahun
1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengattiiak berada
di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk denganddog-
undang?*

Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembegeatakuan

di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikargga proses

pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilak &embedaan

ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, ypagjatuhan
pidananya ditentukan paling lama setengah dari imaks ancaman
pidana terhadap orang dewasa, sedangkakn penjapiti@ama mati dan
pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukareitap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undadgng
tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, lygaguanak yang masih
berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindas@tangkan bagi

anak yang telah beusia di atas 12 sampai 18 tadpet dijatuhi pidana®

31 Redaksi Sinar GrafikdJndang-Undang Peradilan Anak,, h. 1
32 \Wagiati SoetodjoHukum Pidana AnaBandungRefika Aditama, 2006, h. 3
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Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpamg da
peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana nyaal saja
penyalahgunaan narkotika maka perbuatan itu dapatjadi perkara
pidana yang penyelesaiannya melalui sidang peragadil

Penanganan perkara pidana yang pelakunya mastgiaegganak,
sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilaak Aahun 1997
dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya deng&angeyang tersangka
| terdakwanya adalah orang dewasa. Sehingga setuoses perkaranya
dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Satlahhmssalah yang
mengancam gangguan Kketertiban dan keamanan maslyagkmicu
tindak pidana dan kriminal lainnya di Indonesia dga kini adalah
penyalahgunaan “Narkoba” (narkotika, psikotropikaand bahan
berbahaya). Bahkan oleh sebagian pihak narkobawydigi sebagai
masalah serius bangsa.

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa pelvgb anak
melakukan perbuatan pidana berbeda dengan penyaiaaly dewasa
yang melakukan perbuatan pidana. Pada anak-anak peisdidikan yang
harus diutamakan, bukan pemidanaan sebagaimang desrasa. Pidana

yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukedakt pidana
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tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak yang kolda tindak
pidana®

Oleh karena itu, dalam menangani masalah anak yetgkukan
tindak pidana, aparat hukum baik penyidik, penuniium dan yang
terutama hakim harus berhati-hati dalam membersdaarksi kepada anak
yang melakukan tindak pidana.

Dalam Konvensi Hak Anak pasal 65 setiap anak beumakk
memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitanigelecehan seksual,
penculikan dan perdagangan anak serta dari berbdgatuk
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zaktifdainnya. Dalam
penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tipidiana narkotika
misalnya, tidak mengacu pada Undang-undang Nor@ofghun 1997
Tentang Narkotika, tetapi perlu dipahami bahwa peren penjatuhan
sanksi tersebut sepenuhnya tetap mengacu pada ¢nddang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena padaNOW22 Tahun
1997 tentang Narkotika itu sendiri tidak mengaerasa spesifik tentang

penjatuhan sanksi kepada anak yang menyalahgunakiaotika.

% Agung Wahyono, Ny. Siti Rahaydinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h. 88
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